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This research aims to analyze factors driving the accountability and performance of
government as well as exploring qualitatively about accountability and performance of
government agencies. In particular, this study examines the effect of incentives, regulations,
and management commitment on government accountability and performance. Mixed
method approach was used to answer research questions. Hypotheses were tested using
SEM-PLS. Data analysis of the study involved 137 SKPD officers in districts/cities in
Yogyakarta Special Region (DIY') and five respondents as key informants. The results of the
study found that management commitment has significant effect on accountability and
government performance. In addition, regulatory also have significant effect on
accountability. The findings also reveal the coercive pressure that exists in implementing
accountability and government performance. This concludes that reporting of accountability
and government performance in DIY was only limited to the formalities to meet regulatory
obligations, so that this indicates a pseudo-performance. In the context of institutional theory,
this study demonstrates significant contribution to the development of institutional
isomorphism in public sector organizations, particularly local governments.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong akuntabilitas dan kinerja
pemerintah serta mengeksplorasi secara kualitatif tentang akuntabilitas dan kinerja instansi
pemerintah. Secara khusus, penelitian ini menguji pengaruh insentif, regulasi, dan komitmen
manajemen terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Pendekatan metode campuran
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis diuji dengan menggunakan
SEM-PLS. Analisis data penelitian melibatkan 137 pejabat SKPD di kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan lima responden sebagai informan kunci. Hasil penelitian
menemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan
kinerja pemerintah. Selain itu, regulasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
Temuan penelitian ini juga mengungkap adanya tekanan koersif yang terjadi dalam
pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Hal ini menyimpulkan bahwa pelaporan
akuntabilitas dan kinerja pemerintah di DIY hanya sebatas formalitas untuk memenuhi
kewajiban regulasi dan mengindikasikan terjadinya kinerja semu. Dalam konteks teori
institusional, penelitian ini menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan konsep
isomorfisma institusional pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah.

Pendahuluan

Semangat reformasi pada tahun 1998/1999 yang terjadi di Indonesia berdampak pada perubahan dalam berbagai
bidang. Salah satunya adalah perubahan tata kelola pemerintahan dari tradisional menuju konsep New Public
Management (NPM). Menurut Christensen dan Leaegreid (2014), konsep NPM dipandang sebagai salah satu
konsep yang bisa meningkatkan efisiensi sektor publik, meningkatkan respon lembaga-lembaga publik terhadap
masyarakat, serta diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Sebagai wujud komitmen
pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi maupun reformasi di bidang pengelolaan keuangan,
pemerintah menerbitkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik
yang berisi informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan.
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Salah satu bentuk derivasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk membuat LAKIP adalah perlu
adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan memadai. Sistem pengukuran kinerja ini harus dilaksanakan
secara sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan pengelolaan organisasi yang optimal, bersih, dan
bertanggung jawab (Ahyaruddin dan Akbar 2018). Christensen dan Leegreid (2014) mengemukakan bahwa
sistem pengukuran kinerja yang dijalankan dengan baik dan sesuai oleh pemerintah akan lebih mudah dalam
melakukan efisiensi dan efektifitas layanan publik, serta alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan yang
pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Namun, Nurkhamid (2008)
mengungkapkan bahwa realitas yang selama ini terjadi pada instansi pemerintah adalah bahwa akuntabilitas dan
kinerja yang dihasilkan masih bersifat semu dan cenderung bias bahkan sering dipertanyakan. Instansi pemerintah
memiliki kecenderungan untuk melaporkan kinerja yang baik secara berlebihan, sedangkan program yang gagal
cenderung disembunyikan (Nurkhamid 2008). Laporan kinerja yang selama ini dibuat oleh instansi pemerintah
hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban persyaratan regulasi dan peraturan, tidak secara substantif
mencerminkan kinerja yang terjadi di lapangan. Hal ini kemudian bisa menyesatkan publik sebagai pengguna
informasi dan pada akhirnya berakibat pada ekspektasi publik yang berlebihan terhadap instansi pemerintah
(Ahyaruddin dan Akbar 2018, 2016).

Beberapa hasil penelitian terakhir yang menggunakan teori institusional mengungkapkan bahwa alasan
utama yang mendasari perubahan organisasi adalah hanya sekedar untuk mendapatkan legitimasi daripada
meningkatkan kinerja secara substantif (Chenhall 2003); Ashworth et al. 2009; Akbar et al. 2012; Sofyani dan
Akbar 2013; Wijaya dan Akbar 2013; Akbar et al. 2015; Ahyaruddin dan Akbar 2016; 2018). Hal ini
mengindikasikan bahwa pelaporan akuntabilitas kinerja yang selama ini dilaporkan oleh organisasi pemerintah
melalui LAKIP cenderung sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi karena hanya untuk
mendapatkan dukungan politik dan legitimasi. Namun demikian, hal ini perlu dibuktikan secara empiris. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong akuntabilitas dan
kinerja pemerintah serta mengeksplorasi secara kualitatif apa yang terjadi sesungguhnya terkait dengan
akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas
dan kinerja instansi pemerintah misalnya: insentif, regulasi, dan komitmen manajemen (Newberry dan Pallot
2004; Cavalluzzo dan Ittner 2004; Sofyani dan Akbar 2013; Manafe dan Akbar 2014; Speklé dan Verbeeten
2014; Akbar et al. 2015; Ahyaruddin dan Akbar 2016). Namun, faktor-faktor yang diungkapkan oleh beberapa
hasil penelitian tersebut masih memberikan ruang perdebatan. Sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan
yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk memberikan hasil yang robust. Terlebih lagi, penelitian ini
penting karena mengeksplorasi secara lebih mendalam dua pertanyaan kualitatif berikut: (1) apakah isomorfima
koersif yang terjadi dalam praktik akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah menyebabkan kinerja semu?; (2)
Apakah informasi dalam LAKIP digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah?.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dibidang literatur akuntansi sektor publik khususnya
terkait dengan akuntabilitas, kinerja, maupun institutional theory dengan menghubungkan tiga mekanisme
isomorphism yaitu: coercive, mimetic, dan normative. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap
metodologi penelitian dibidang akuntansi sektor publik dengan menunjukkan manfaat menggunakan metode
penelitian campuran (mixed-method research) daripada hanya menggunakan satu pendekatan metode penelitian.
Terakhir, secara praktis, penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi pelaku organisasi sektor publik
terutama pemerintah terkait dengan faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
secara substantif, bukan hanya sekedar kinerja semu.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis
Teori Institusional

Banyak penelitian pada organisasi sektor publik menggunakan teori institusional (institutional theory) sebagai
acuan untuk menjelaskan struktur maupun perubahan organisasi. Beberapa penelitian yang menggunakan teori
institusional dalam konteks organisasi sektor publik khususnya di Indonesia, misalnya: Akbar et al. 2012; Wijaya
dan Akbar 2013; Sofyani dan Akbar 2015, 2013; Manafe dan Akbar 2014; Primarisanti dan Akbar 2015; Akbar
et al. 2015; Ahyaruddin 2015; dan Ahyaruddin dan Akbar 2016, 2018).

Pandangan dalam teori institusional menjelaskan tentang struktur organisasi dimana sebuah organisasi
mengadopsi sesuatu yang sesuai (conformity) dengan kode etik budaya yang kemudian mengarah pada legitimasi
dan dukungan dari organisasi eksternal (Dimaggio dan Powell 1983; Ahyaruddin dan Akbar 2016, 2018). Dalam
teori ini, suatu organisasi cenderung bergerak ke arah homogenisasi, meskipun pada awalnya mereka
menunjukkan adanya keragaman yang cukup besar (Dimaggio dan Powell 1983). Istilah yang tepat untuk
menggambarkan proses homogenisasi tersebut adalah isomorfisma.
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Dimaggio dan Powell (1983) mengemukakan bahwa isomorfisma terdiri dari isomorfisma kompetitif
yang terkait dengan efisiensi (penjelasan teknis atau ekonomis) serta isomorfisma institusional yang berkembang
sesuai dengan tiga mekanisme, yaitu koersif, mimetik, dan normatif. Dalam konsep isomorfisma kompetitif,
dikatakan bahwa ketika ada suatu cara yang lebih murah, lebih baik, atau lebih efisien dalam melakukan sesuatu,
kekuatan kompetitif mendorong organisasi untuk menuju ke arah pendekatan baru tersebut. Sementara itu, dalam
konsep isomorfisma institusional, pengaruh institusional tersebar melalui area organisasi yang disebut dengan
medan organisasi, yang berarti bahwa organisasi-organisasi secara keseluruhan merupakan sebuah area yang
diakui dari kehidupan institusional, yaitu pemasok kunci, sumberdaya dan pelanggan produk, ketergantungan
peraturan, dan organisasi lain yang menyediakan layanan dan produk serupa (Erro dan Sanchez 2012).
Isomorfisma struktural digambarkan sebagai sebuah konsekuensi penting dari proses kompetitif dan institusional.
Akibatnya, organisasi tidak bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau pelanggan tetapi untuk mendapatkan
kekuasaan dan legitimasi, selain untuk kesejahteraan sosial dan hasil ekonomi (Dimaggio dan Powell 1983; Erro
dan Sénchez 2012; Akbar et al. 2012; Ahyaruddin dan Akbar 2016, 2018).

Konsep Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam konteks
organisasi sektor publik, Inaga (1991) seperti yang dikutip oleh Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa
akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan
penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik. Sehingga akuntabilitas dalam hal ini adalah terkait dengan
pengawasan dan pengendalian perilaku pemerintah, mencegah pembangunan konsentrasi kekuasaan, dan
meningkatkan kemampuan belajar dan efektifitas administrasi publik (lyoha dan Oyerinde 2010). Dalam sistem
pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas internal, yang merupakan sebuah
tipe akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari
bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan, dan (2) akuntabilitas eksternal, yang merupakan tipe
akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi (Matek 1977 dalam Akbar
2011).

Roberts dan Scapens (1985) seperti yang dikutip oleh Sinclair (1995) mengatakan bahwa akuntabilitas
mensyaratkan sebuah hubungan dimana seseorang diminta untuk menjelaskan dan mengambil tanggungjawab
terhadap tindakan mereka. Sinclair (1995) mengatakan bahwa bagaimana akuntabilitas tersebut didefinisikan
akan tergantung pada ideologi, motif dan bahasa zaman kita. Lebih lanjut, Sinclair (1995) mengatakan bahwa
akuntabilitas memiliki disiplin makna khusus dan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Sebagai contoh,
seorang auditor membahas akuntabilitas seolah-olah terkait dengan masalah keuangan atau numerik, sedangkan
seorang ilmuwan politik memandang akuntabilitas sebagai suatu keharusan politik dan mahasiswa hukum
memandang sebagai sebuah pengaturan konstitusional, sementara seorang filsuf memandang akuntabilitas
sebagai bagian dari etika (lyoha dan Oyerinde 2010).

Definisi yang dikemukakan oleh Sinclair (1995) terkait dengan akuntabilitas dibagi menjadi lima bentuk
akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas publik, (3) akuntabilitas manajerial, (4) akuntabilitas
profesional, dan (5) akuntabilitas personal. Akuntabilitas politik berasal dari tradisi demokrasi orang Athena dan
Westminster. Dalam konsep ini, pejabat organisasi publik melaksanakan kewenangan atas nama wakil rakyat
terpilih, yang pada gilirannya bertanggung jawab langsung kepada rakyat (Day & Klein 1987 dalam Akbar 2011).
Dalam pemerintahan yang demokratis (misalnya Indonesia), para pejabat eksekutif secara resmi melepaskan
akuntabilitas mereka kepada para politisi di parlemen sebagai wakil rakyat (Sinclair 1995).

Sementara itu, akuntabilitas publik hampir mirip dengan akuntabilitas politik, tetapi lebih bersifat
informal dan akuntabilitas ini secara langsung berhadapan dengan publik, individu, maupun kelompok
masyarakat. Akuntabilitas publik melibatkan berbagai mekanisme yang tersedia untuk menjelaskan kebijakan dan
kegiatan organisasi seperti dengar pendapat publik, penyediaan laporan pemerintah di media massa, atau bahkan
melalui alat komunikasi real time yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah
dengan mudah dan langsung (Sinclair 1995; Akbar 2011). Sedangkan akuntabilitas manajerial dilihat berfokus
pada pengawasan input dan output atau outcome. Dalam konsep akuntabilitas manajerial, hubungan
akuntabilitas juga ditemukan di dalam organisasi itu sendiri. Akuntabilitas manajerial dalam hal ini terkait dengan
adanya tanggungjawab dari pejabat yang lebih rendah kepada pejabat yang lebih tinggi atas pelaksanaan tugas
yang telah didelegasikan (Akbar 2011).

Selanjutnya adalah akuntabilitas profesional yang terkait dengan adanya panggilan atau rasa kewajiban
yang dimiliki seseorang sebagai anggota dari kelompok profesional atau ahli, yang kemudian menempati posisi
istimewa dan berpengetahuan dalam masyarakat (Sinclair 1995). Dalam hal ini, pegawai pemerintah dan pejabat
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diharuskan bertindak dan berperilaku secara profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mereka
dapat memberikan manfaat berdasarkan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki (Akbar 2011). Terakhir
adalah akuntabilitas personal. Konsep dari akuntabilitas personal ini berkaitan dengan tanggung jawab individu
dan poin akhir dari bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas ini terletak pada kepatuhan hati nurani pribadi sebagai
konsekuensi logis dari internalisasi nilai-nilai moral dan etika, misalnya menghormati martabat manusia, dan
bertindak dengan cara menerima tanggungjawab untuk mempengaruhi kehidupan orang lain (Sinclair 1995;
Akbar 2011).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Teori kelembagaan menunjukkan bahwa regulasi (atau mandat legislatif) merupakan faktor organisasi yang
relevan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi di organisasi pemerintah (Brignall dan Modell 2000). Akbar
et al. (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa mandat legislatif memiliki hubungan positif terhadap
akuntabilitas internal dan eksternal. Dalam konteks organisasi sektor publik di Indonesia, mandat legislatif yang
ada adalah terkait dengan regulasi dan peraturan. Setiap organisasi pemerintah wajib mematuhi peraturan
maupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini peraturan ataupun regulasi tersebut
bersifat memaksa bagi suatu organisasi untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa konsep isomorphism khususnya mekanisme
pemaksaan (coercive) seperti yang diungkapkan oleh Dimaggio dan Powell (1983) mungkin terjadi dalam praktek
organisasi sektor publik di Indonesia. Apalagi hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Talbot (2008) pada
organisasi sektor publik di Inggris yang mengungkapkan bahwa para manajer publik menilai undang-undang
(regulasi) sebagai salah satu penggerak utama suatu perubahan. Sehingga dalam hal ini regulasi dianggap
menjadi aspek penting dalam keberhasilan inovasi sehubungan dengan praktik akuntabilitas dan kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hj: Regulasi berhubungan positif terhadap akuntabilitas

Hj: Regulasi berhubungan positif terhadap kinerja

Komitmen manajemen merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong perwujudan
akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik. Komitmen manajemen merupakan kelekatan emosi maupun
bentuk loyalitas dari orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mencurahkan perhatian, gagasan, dan
tanggungjawabnya dalam rangka mencapai misi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi (Primarisanti dan Akbar 2015).
Akuntabilitas dan kinerja organisasi akan bisa terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan dan komitmen
dari seluruh unsur yang dalam dalam organisasi, mulai dari level puncak, menengah, sampai di level bawah. Ada
dua karakteristik penting dari komitmen manajemen atau organisasi, yaitu keyakinan kuat dan penerimaan dari
nilai-nilai dan tujuan organisasi, dan sebuah kemauan untuk mengerahkan segala usaha atas nama organisasi
(Porter et al. 1974; Angle dan Perry 1981 dalam Sholihin dan Pike 2009).

Beberapa penelitian empiris mengungkapkan bahwa komitmen manajemen bisa mengarah pada
peningkatan kinerja maupun akuntabilitas. Sholihin dan Pike (2009) dalam penelitiannya menemukan hasil
bahwa komitmen organisasi secara positif berhubungan terhadap kinerja. Kemudian Cavalluzzo dan Ittner (2004)
mengatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap pengembangan indikator kinerja,
akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja yang dihasilkan oleh implementasi sistem pengukuran
kinerja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2012) mengatakan bahwa komitmen
manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas internal dan ekternal. Begitu juga dengan hasil penelitian
Primarisanti dan Akbar (2015), yang menemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif tehadap
akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini merumuskan hipotesis yaitu:

H3: Komitmen manajemen berhubungan positif terhadap akuntabilitas

Hy: Komitmen manajemen berhubungan positif terhadap kinerja

Berbagai penelitian tentang inisiatif NPM didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan akuntabilitas akan
meningkatkan kinerja (Christensen dan Laegreid 2014). Akuntabilitas merupakan sebuah gagasan yang kompleks
dan beraneka ragam, sehingga kemungkinan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja masih menjadi perdebatan
dan inkonklusif, paling tidak karena kinerja sangat kompleks, beraneka ragam, dan sulit diukur (Demirag dan
Khadaroo 2011; Hyndman dan Eden 2001). Meskipun demikian, akuntabilitas di dalam konsep NPM seringkali
dirasakan sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan barang dan
jasa/pelayanan publik, yaitu kemampuannya untuk menunjukkan kinerja secara lebih efisien dan efektif (Dubnick
2005; Demirag dan Khadaroo 2011).
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Schillemans (2011) mengatakan bahwa meningkatkan akuntabilitas horizontal dari lembaga ekskutif
mungkin bisa meningkatkan pembelajaran organisasional tetapi tidak pada pengendalian demokrasi. Pollitt
(2008) meneliti secara kritis proposisi bahwa sistem manajemen kinerja akan meningkatkan akuntabilitas
lembaga terhadap rakyat dan perwakilan politik. Penelitiannya menggunakan dua studi kasus yaitu National
Health Service di United Kingdom dan World Governance Indicators Bank Dunia. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja belum dapat meningkatkan akuntabilitas politik. Tetapi beberapa
peneliti menolak asumsi bahwa akuntabilitas semestinya memiliki dampak positif dan negatif. Sedangkan
Dubnick (2005) mengatakan ide bahwa akuntabilitas meningkatkan kinerja telah diterima tanpa dilakukan
penelitian dengan cermat dan dia mengklaim bahwa terdapat sebuah “paradoks akuntabilitas” dimana
akuntabilitas secara aktual menurunkan kinerja organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba
merumuskan hipotesis kedelapan, yaitu:

Hs: Akuntabilitas berhubungan positif terhadap kinerja

Peran insentif memiliki kehadiran utama dalam bahasa new public management (NPM) yang berusaha
untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik manajemen dari market sector terhadap pemerintah (Newberry dan
Pallot 2004). Untuk mempromosikan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor publik, NPM mendorong
sebuah mekanisme gagasan kontrak kinerja (performance contracting) dimana target kinerja yang jelas dan
terukur harus bisa membimbing usaha pelayan masyarakat (civil servant) menuju pencapaian tujuan organisasi.
Dalam pandangan ini, sistem pengukuran kinerja diharuskan untuk menciptakan insentif yang bisa membantu
menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, memberikan informasi umpan balik yang berharga
terhadap kemajuan pencapaian tujuan tersebut, dan membentuk suatu dasar bagi akuntabilitas internal dan
eksternal (Cavalluzzo dan Ittner 2004; Speklé dan Verbeeten 2014)

Newberry dan Pallot (2004) mengatakan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja yang
berorientasi insentif (incentive-oriented use) merupakan suatu program NPM yang menekankan pada peran
sistem pengukuran kinerja dalam penyusunan target, pemberian insentif, dan penghargaan (rewards) (Speklé dan
Verbeeten 2014). Hasil penelitian Speklé dan Verbeeten (2014) mengungkapkan bahwa penggunaan sistem
pengukuran kinerja yang berorientasi insentif (incentive oriented use) akan mempengaruhi kinerja. Sementara itu,
Hansen dan Mowen (2006) mengatakan bahwa pemberian insentif berhubungan erat dengan kinerja. Sasarannya
adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan, sehingga manajer akan menunjukkan kinerja terbaiknya bagi
perusahaan ataupun organisasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ichniowski et al. (1997) yang mengatakan
bahwa kinerja yang tinggi pada dasarnya tergantung pada program pemberian insentif jika dihubungkan dengan
pekerjaan yang mendukung, yang meliputi penilaian kerja, informasi yang merata, dan keamanan Kkerja.
Pemberian insentif merupakan salah satu motivasi yang lebih kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas
kinerjanya. Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hg: Insentif berhubungan positif terhadap Kinerja

Komitmen
Manajemen

Akunta-
bilitas

Regulasi

Gambar 1. Model Penelitian

Metoda Penelitian
Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain sekuensial eksplanatori. Pendekatan ini
dianggap lebih cocok digunakan untuk meng-capture berbagai hal dan situasi secara lebih detail daripada hanya
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menggunakan satu pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif saja (Creswell dan Clarke 2011). Langkah yang
dilakukan pada metode campuran melibatkan dua tahap, yaitu: tahap pertama melibatkan pengumpulan dan analisis
data kuantitatif. Kemudian berdasarkan hasil kuantitatif yang telah dilakukan, peneliti mengimplementasikan tahap
kedua yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam temuan/hasil
dari tahap kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan berbagai pengujian statistik inferensial seperti
uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, dan juga analisis multivariat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
pendekatan Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan software WarpPLS 3.0.
Sedangkan teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis isi tematik.

Sampel penelitian ini adalah eksekutif senior pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data Jumlah sampel diperoleh dan diakses
melalui situs resmi pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel kinerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen dari Speklé dan Verbeeten (2014)
yang dikembangkan sebelumnya oleh Price et al. (1981). Instrumen tersebut secara khusus didesain untuk
mengukur kinerja di organisasi sektor publik dan telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti
penelitian oleh Williams et al. (1990), Dunk dan Lysons (1997), Verbeeten (2008), dan Speklé dan Verbeeten
(2014). Dimensi kinerja meliputi: (1) produktivitas, (2) kualitas atau keakuratan pekerjaan yang dihasilkan, (3)
jumlah inovasi, perbaikan proses (process improvements), atau ide-ide baru, (4) reputasi untuk keunggulan kerja,
(5) pencapaian produksi ataupun service level goals, (6) efisiensi operasi, dan (7) semangat personel unit.
Responden dalam hal ini diminta untuk mengindikasikan skor dari unit organisasinya pada masing-masing
dimensi kinerja tersebut dengan memberikan poin dalam bentuk skala likert 1-5 (1 = jauh dibawah rata-rata, 5 =
jauh diatas rata-rata) (Speklé dan Verbeeten 2014).

Variabel akuntabilitas menggunakan dua konsep akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian Akbar et
al. (2012), yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan sebuah tipe
akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari
bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas eksternal merupakan tipe
akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi (Matek 1977 dalam Akbar
2011). Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 yang terdiri dari
beberapa konstruk pernyataan. Instrumen tersebut diadopsi dari Cavalluzzo dan Ittner (2004), Akbar et al. (2012),
dan Wang (2002) dengan beberapa penyesuaian berdasarkan konteks Indonesia.

Variabel insentif dalam penelitian ini terkait dengan sistem pengukuran kinerja yang ditujukan untuk
penggunaan insentif dan diukur dengan menggunakan kategori metrik kinerja. Instrumen yang digunakan
diadopsi dari penelitian Speklé dan Verbeeten (2014) dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Variabel
komitmen manajemen digunakan untuk mengukur seberapa intensif para pejabat organisasi sektor publik
berkomitmen dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Variabel ini diukur dengan
menggunakan skala likert 1-5 berdasarkan item-item pertanyaan yang mengacu pada instrumen Cavalluzzo dan
Ittner (2004) dan Nurkhamid (2008). Variabel regulasi (mandat legislatif) terkait dengan keterlibatan staf maupun
pimpinan dalam aktifitas yang berhubungan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 menggunakan item-item pertanyaan dari instrumen Akbar et al.
(2012).

Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian survei dalam bentuk pengiriman kuisioner kepada responden. Sebanyak 137
responden yang diteliti terdiri dari pejabat eselon dua, tiga dan empat dari lima kabupaten/kota di DIY. Sampel
yang ada terdiri dari 26 responden dari Kabupaten Sleman, 33 dari Kabupaten Bantul, 39 dari Kota Yogyakarta,
15 dari Kabupaten Kulonprogo, dan 24 dari Kabupaten Gunungkidul. Responden yang di survei terdiri dari laki-
laki sebanyak 72, perempuan 51 dan sisanya sebanyak 14 tidak diketahui karena tidak menjawab pertanyaan
terkait jenis gender. Rata-rata responden yang diteliti sudah berpengalaman dibidangnya terlihat dari pengalaman
kerja mereka yang sudah lebih dari 15 tahun yaitu sebanyak 73%. Gambaran detil responden bisa dilihat pada
Tabel 1.



Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: ... 111

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden (N=137)

Karakteristik Responden Jumlah Persentase

Daerah - Yogyakarta 39 28.4%
Sleman 26 19%

Gunungkidul 24 17.5%

Kulonprogo 15 1%

- Bantul 33 24.1%

Jenis Kelamin - Laki-laki 72 52.6%
Perempuan 51 37.2%

- Tidak Menjawab 14 10.2%

Jabatan - Eselon I 4 2.9%
Eselon IlI 36 26.3%

Eselon IV 79 57.7%

- Tidak Menjawab 18 13.1%

Kelompok Umur - <30 4 2.9%
30-40 15 11%

41-50 63 46%

>50 40 29.2%

Tidak Menjawab 15 10.9%

Pengalaman Kerja R - -
2-5 3 2.2%

6-10 4 2.9%

11-15 16 11.7%

>15 100 73%

Tidak Menjawab 14 10.2%

Hasil Uji Realibilitas

Penelitian ini menggunakan analisis persamaan struktural dalam menjawab hipotesis yang diajukan. Namun,
beberapa syarat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengujian tersebut dilakukan, yaitu uji validitas dan
reliabilitas. Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan berdasarkan uji validitas konvergen dan validitas
diskriminan telah memenuhi standar minimal dengan nilai faktor loading di atas 0.50 dan p-value di bawah 0.05.
Sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil pengujian
reliabilitas juga menunjukkan semua konstruk telah memenuhi reliabilitas konsistensi internal yang dilihat dari
nilai reliabilitas komposit dan cronbach's alpha di atas 0,70. Nilai tertinggi untuk reliabilitas komposit adalah
konstruk regulasi yaitu sebesar 0.961, sedangkan nilai terendah adalah konstruk kinerja yaitu sebesar 0.903 (lihat
Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Konsistensi Internal

Konstruk Reliabilitas Komposit Cronbach's alpha
Insentif 0.932 0.853
Kinerja 0.903 0.874
Regulasi 0.961 0.919
Komitmen Mgt 0.922 0.898
Akuntabilitas 0.939 0.927

Sumber: Output Warp-PLS, 2018 (data diolah)

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan model persamaan struktural dalam penenlitian ini ditentukan dengan
melihat nilai koefisien jalur, standard errors, P-values, dan effect sizes dari hasil analisis yang dilakukan. Rincian
hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis SEM-PLS dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 3.
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Gambar 2. Hasil Pengujian SEM-PLS
Tabel 3. Koefisien Jalur, P-Values, Standard errors, dan Effect sizes
Variabel Koefisien Jalur  P-Values s§7gf£d Effect sizes Hasil penelitian
Komitmen = Kinerja 0.361 0.004** 0.133 0.169 Terdukung
Regulasi = Kinerja 0.002 0.493 0.110 0.000 Tidak Terdukung
Insentif = Kinerja 0.158 0.067 0.105 0.050 Tidak Terdukung
Komitmen - Akuntabilitas 0.596 <0.0071%*** 0.073 0.407 Terdukung
Regulasi = Akuntabilitas 0.254 0.002%* 0.087 0.117 Terdukung
Akuntabilitas 2 Kinerja 0.075 0.227 0.100 0.030 Tidak Terdukung

** Signifikan pada level 0.01 (2-tailed)
*** Signifikan pada level 0.001 (2-tailed)
Sumber: Output Warp-PLS (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh variabel
regulasi terhadap akuntabilitas terbukti signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.254, p-value 0.002, dan
effect size yang tergolong kuat yaitu sebesar 0.117. Hal ini berarti bahwa regulasi memiliki pengaruh positif
terhadap akuntabilitas, yang mengindikasikan bahwa regulasi merupakan faktor organisasi yang relevan dengan
keberhasilan pelaksanaan reformasi di organisasi pemerintah (Brignall dan Modell 2000). Akbar et al. (2012)
dalam penelitiannya juga menemukan bahwa regulasi yang diukur dengan mandat legislatif memiliki hubungan
positif terhadap akuntabilitas internal dan eksternal. Sedangkan hipotesis kedua yang menguji pengaruh variabel
regulasi terhadap kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.002, p-value 0.493, dan effect size yang
tergolong sangat lemah yaitu sebesar 0.000, sehingga menyimpulkan hipotesis ini tidak terdukung.

Sementara ini, pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh variabel komitmen manajemen terhadap
akuntabilitas menunjukkan hasil yang signifikan dan terdukung. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar
0.596, p-value <0.001, dan effect size yang tergolong sangat kuat yaitu sebesar 0.407. Begitu juga dengan hasil
pada hipotesis keempat yang menunjukkan nilai koefisien jalur komitmen manajemen terhadap kinerja sebesar
0.361, p-value 0.004, dan effect size yang tergolong kuat yaitu sebesar 0.169. Hasil tersebut menyimpulkan
bahwa komitmen manajemen merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong perwujudan
akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu
Sholihin dan Pike (2009); Cavalluzzo dan Ittner (2004); Akbar et al. (2012); Primarisanti dan Akbar (2015).

Hasil pengujian hipotesis kelima tidak terdukung. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur
Akuntabilitas terhadap Kinerja sebesar 0.075, p-value 0.227, dan effect size sebesar 0.030. Hasil ini
mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang dirasakan oleh organisasi sektor publik selama ini belum bisa menjadi
sebuah alat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menunjukkan kinerja secara lebih efisien dan
efektif. Hal ini mungkin karena akuntabilitas merupakan suatu gagasan yang kompleks dan beraneka ragam,
sehingga pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja masih menjadi perdebatan, paling tidak karena kinerja sendiri
sangat kompleks dan sulit diukur (Demirag dan Khadaroo 2011; Hyndman dan Eden 2001).
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Terakhir, pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini juga tidak terdukung terlihat dari nilai
koefisien jalur Insentif terhadap Kinerja sebesar 0.158, p-value <0.067, dan effect size sebesar 0.050. Hasil
pengujian ini mengungkapkan bahwa tujuan insentif dalam sistem pengukuran kinerja tidak mampu menjadi
pendorong bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya. Speklé dan Verbeeten (2014) dalam penelitiannya telah
mengkonfirmasi hasil ini bahwa meningkatnya kinerja organisasi yang didorong oleh insentif akan tergantung
pada kontraktibilitas yang tinggi, yaitu adanya kejelasan misi dan tujuan organisasi, keterukuran output, dan
pengetahuan tentang proses transformasi. Sehingga hubungan langsung insentif terhadap kinerja yang tidak
terdukung dalam penelitian ini mungkin dimoderasi oleh faktor lain yang tidak diuji di dalam model.

Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan keterdukungan pada tiga hipotesis yang diajukan, sedangkan
tiga hipotesis lainnya tidak terdukung. Penjelasan lebih lanjut terhadap hasil pengujian data kuantitatif tersebut
dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan terbuka kepada lima
orang informan kunci yang dipilih berdasarkan data outlier pada analisis kuantitatif (Creswell dan Clarke 2011).
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Gambar 3. Scatter Plot Sebaran Data Responden dan Informan Kunci

Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014 sampai 02 Januari 2015 menggunakan metode
semi terstruktur dan terbuka terhadap pejabat senior SKPD. Hasil analisis scatter plot menunjukkan bahwa
responden wawancara yang terpilih adalah sebanyak lima orang, terdiri dari dua orang dari Kabupaten Sleman,
satu orang dari Kota Yogyakarta, dan dua orang dari Kabupaten Bantul. Pejabat tersebut merupakan pejabat
senior yang memiliki jabatan eselon Il (dua orang) dan eselon IV (tiga orang) yang menempati berbagai macam
posisi, seperti: Sekretaris, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub-
bidang litbang ekonomi sosial budaya, serta Kepala Sub-bagian Analisis Jabatan dan Aparatur. Responden
tersebut berasal dari berbagai macam instansi yang berbeda (satu dari sekretariat daerah, tiga dari dinas, dan satu
dari kecamatan). Ada tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan yang terlibat dalam wawancara tersebut.
Lamanya waktu wawancara yang dilakukan berkisar antara 20-30 menit.

Wawancara tersebut terkait dengan isomorfisma institusional yang terjadi dalam praktik pelaksanaan
akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintah. Teori institusional mengatakan bahwa organisasi mengejar
legitimasi dengan menyesuaikan pada tekanan isomorfik yang ada di lingkungannya (Ashworth et al. 2009).
Dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia, ada kewajiban setiap organisasi/lembaga pemerintah untuk
melaporkan kinerjanya kepada pemerintah pusat sesuai dengan inpres nomor 7 tahun 1999. Regulasi dan
peraturan tersebut merupakan sebuah bentuk isomorfisma koersif yang menjadi salah satu faktor pendorong
praktik penerapan akuntabilitas dan kinerja pada organisasi sektor publik (lembaga pemerintah). Talbot (2008)
juga mengungkapkan hal yang sama bahwa para manajer publik menilai undang-undang sebagai salah satu
penggerak utama suatu perubahan. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

Secara manajemen kita itu kan bekerja selalu didasari yang namanya aturan, itu dasar utama kita
bekerja, sehingga kalo dikaitkan dengan peraturan yang menyangkut peningkatan kinerja itu jelas
sangat erat, sangat mendukung, karena itu menjadi bagian-ya istilahnya rambu-rambu kita dalam
bekerja, karena kita posisi kan sekarang sudah jelas itu harus ditentukan sesuai dengan-kalo di
keuangan itu istilahnya DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), itu yang menjadi kunci, itu
istilahnya kontrak kerja kita. Sehingga kaitannya dengan aturan itu yang menyangkut peningkatan
kinerja itu jelas sangat berdampak (R127, Sekretaris Kecamatan).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, regulasi atau aturan menjadi dasar utama bagi aparat pemerintah
untuk menjalankan pekerjaan. Dalam konteks akuntabilitas dan kinerja, regulasi yang berlaku adalah instruksi
presiden nomor 7 tahun 1999 yang terkait dengan kewajiban organisasi pemerintah untuk menyampaikan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini, ada temuan menarik terkait
dengan LAKIP yang disampaikan oleh organisasi pemerintah. Berikut hasil temuan wawancara kepada
responden:

Yang serius tidak pernah terjadi (menggunakan informasi yang ada dalam LAKIP), yang terjadi
hanya formalitas. Jadi LAKIP itu harus disetor tepat waktu, sesuai format, sesuai begini, begini,
disetor ke DEPDAGRI (Departemen Dalam Negeri, Red), ke BAPPENAS (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Red), tapi kenyataannya ya cuma disetor, informasinya tidak digunakan
untuk apa-apa. Apakah misalnya capaian kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus sekian,
itu bermakna, kadang-kadang enggak sih. Contohnya, kita punya data, data dari tahun ke tahun,
prosentase rumah yang tidak berizin, sejak dinas perizinan itu ada, itu bukannya turun,
prosentasenya naik. Berarti bahan itu, data itu, laporan itu, tidak digunakan apa-apa oleh
pemerintah ini untuk mengambil tindakan, harusnya kan tindakannya jelas (R4, Kasubbid litbang
ekonomi sosial budaya).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang dilaporkan kepada pemerintah pusat (DEPDAGRI dan BAPPENAS) hanya sebatas formalitas. Informasi yang
terkandung dalam LAKIP tidak digunakan oleh organisasi pemerintah sebagai umpan balik untuk memperbaiki
kinerja dan akuntabilitas maupun bentuk pengambilan keputusan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja
yang dilaporkan dalam LAKIP mungkin tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya, melainkan lebih pada kinerja
semu. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Nurkhamid (2008) yang mengatakan bahwa instansi pemerintah
memiliki kecenderungan untuk melaporkan kinerja yang baik secara berlebihan, sedangkan program yang gagal
cenderung disembunyikan. Laporan kinerja yang selama ini dibuat oleh instansi pemerintah hanya sekedar untuk
memenuhi kewajiban persyaratan regulasi dan peraturan, tidak secara substantif mencerminkan kinerja yang
terjadi di lapangan. Hal ini kemudian bisa menyesatkan publik sebagai pengguna informasi dan pada akhirnya
berakibat pada ekspektasi publik yang berlebihan terhadap instansi pemerintah (Ahyaruddin dan Akbar 2016,
2018).

Selain itu, era reformasi sekarang ini memunculkan banyak regulasi baru dari pemerintah pusat yang
dapat berdampak terhadap adanya tumpang tindih atau bahkan bertentangan antar aturan yang satu dengan
lainnya pada pemerintah daerah. Hal ini kemudian bisa memunculkan kebingungan kepada pelaku pemerintahan
(pejabat) untuk melaksanakan aturan tersebut. Sehingga, yang terjadi adalah mereka mengikuti atau meniru
organisasi lainnya dalam membuat laporan kinerja.

Dalam pembuatan laporan kinerja, kami mengacu pada Pemda, dan ada koordinasi antar instansi
dan itu dikoordinir oleh Bappeda (R125, Kabid Tenaga Kerja).

Selama ini format laporan di tingkat SKPD belum begitu jelas, perlu dikembangkan template untuk
tingkat SKPD (R96, Kasi Perencanaan dan Pelaporan).

Simpulan

Hasil pengujian kuantitatif menemukan bukti bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas dan kinerja. Selain itu, regulasi juga ditemukan memberikan pengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa isomorfisma institusional terjadi dalam praktik
penerapan akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik. Isomorfisma koersif dalam bentuk regulasi sebagai
salah satu bentuk isomorfisma institusional menjadi faktor utama pendorong organisasi melakukan perubahan.
Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa isomorfisma koersif yang terjadi dalam proses penerapan
akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintah menciptakan kinerja semu karena organisasi pemerintah dalam
melaporkan kinerjanya hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi. Selain itu, informasi yang
terkandung dalam LAKIP juga tidak digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori institusional sebagai sebuah
kerangka dasar yang mampu menjelaskan praktik penerapan akuntabilitas dan kinerja di sektor publik serta
memperluas hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Selain itu, penggunaan metode campuran dalam
penelitian ini memberikan manfaat besar dan bisa memberikan hasil penelitian yang kuat (robust). Pendekatan ini
mampu menjawab permasalahan penelitian yang kompleks dan bisa menjelaskan berbagai hal dan situasi secara
lebih detil dibandingkan hanya satu pendekatan penelitian. Terakhir, penelitian ini memberikan implikasi
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kebijakan dimana organisasi sektor publik perlu memberikan perhatian yang besar terhadap komitmen
manajemen. Hal ini karena komitmen manajemen memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja dan
akuntabilitas. Para pembuat kebijakan perlu memperbesar upaya mereka dalam mendorong lembaga pemerintah
untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik demi terwujudnya efektifitas dan kesejahteraan
sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan hanya pada organisasi
sektor publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membatasi ruang lingkup pada SKPD. Sehingga hasil
penelitian ini mungkin hanya bisa digeneralisasikan pada area tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan
memperbesar area populasi dan memperluas ruang lingkup organisasi sektor publik, tidak hanya SKPD, tetapi
juga organisasi sektor publik lain yang memberikan pelayanan kepada publik seperti rumah sakit dan lembaga
pendidikan. Kedua, operasionalisasi variabel akuntabilitas dalam penelitian ini terbatas pada akuntabilitas
internal dan eksternal. Sementara akuntabilitas sendiri bisa didefinisikan dalam banyak dimensi, seperti:
akuntabilitas politik, akuntabilitas publik, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas
personal (Sinclair 1995). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengidentifikasi kelima dimensi
akuntabilitas tersebut dalam hubungannya dengan kinerja organisasi.
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